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a.

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nacianal Republik Indonesia Nomor 5§ Tahun 2010 8n§mwn"§?wﬂnwam

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor Per. 29/Men/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2010, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang lebih berkualitas serta peningkatan produksi perikanan mﬁauﬁw:m_nm
meningkatkan ekonomi, mendukung ketahanan pangan dan penyediaan kebutuhan konsumsi protein yang bersumber dari ikan, dipandang
perlu didukung kelancaran pelaksanaan pembayarannya melalui dana APBD;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kec 1a Atas Peraturan “alikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi

Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. 1092);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N-=gara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab. Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



»

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

» | %

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan T.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRM (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerint=h
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Zomw_.m Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

" Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Taiwun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanc telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan K euangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010; _

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dur | - wum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran
2010,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.29/Men/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kelautan dan Perikanan Tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010;



32. Peraturan Daerah Kota Tehing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

Anggaran 2010;

33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004 — 2009;

34. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing
Tinggi Tahun Anggaran 2G10 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kota Tebing Tinggi Tahun

Anggaran 2010.
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26

Menetapkan
PENsABARAN ANG(ZARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN AM

Pasal I

TAHUN 2009 TENTANG
T 10N

m
CGARAN 20

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 17.641.943.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 267.192.184.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 30.884.524.200.-

Jumlah Pendapatan Rp. 315.718.651.200,-



2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.217.783.313.050,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp. 0,-
4) Belanja Hibah Rp.  9.030.000.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.865.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 100.000.000.-

Rp. 229.778.313.050,-

b. Belanja Langsung

1) Belan: 2 Pegawai Rp. 22.864.402.500,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 52.360.613.680,-
3) Belania Modal Rp. 39.735.957.400.-

Rp. 114.960.973.580.-

Jumlah Belanja Rp. 344.739.286.630.-

Surplus / (Defisit) (Rp. 29.020.635.430,-)

3 Pembiayaan :
a. Pencrimaan Rp. 30.848.137.430,-

b. Pengeluaran Rp. 1.827.502.000.-
Jumlah Pembiayaan Neito Rp. 29.020.635.430.-

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-
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Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Penjabaran Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen peleksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. .



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
ttd

AGUS SALIM PURBA

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 10

Sgpaldengan aslinya
ukum dan Organisasi

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd

H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN



